MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https:/ /ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS
Nomor : 40/DJMT/ST.KP7.1/1/2026

Menimbang : Bahwa dalam rangka menentukan isu strategis yang akan
dijadikan Program Kerja Tahun Anggaran 2026 sebagai
Naskah Rekomendasi Kebijakan.

Dasar : Undangan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidan Non Yudisial
Nomor 231/WKMA.NY/UND/HK1.2/XII/2025 tanggal 30
Desember 2025 perihal Undangan Rapat.

Memberi Tugas

Kepada : 1. Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., Marsekal Muda

TNI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Sodikin, S.E., S.H., M.H./ 197605112002121003,
Pembina Utama Muda (IV/c), Sekretaris Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara;

3. Edi Wuryanto, S.I.LP., C.Fr.A., Marsekal Pertama TNI,
Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi
Peradilan Militer.

Untuk : Melaksanakan tugas untuk Kegiatan Rapat Koordinasi yang
bertempat di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Jl.
Benyamin Sueb Kav. B6, Superblok Mega Kemayoran, Kota
Baru Bandar Kemayoran, Jakarta pada tanggal 20 sd. 23
Januari 2026;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada
DIPA Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun
Anggaran 2026.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh

tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
Ill DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Ok

MAHKAMAH AGUNG RI EE

YUWONO AGUNG NUGROHO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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